[image: ][image: ]                                       https://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/psnp   
Seminar Nasional 
Humanesia Pascasarjana
(Humaniora, Ekonomi, Bisnis, Manajemen, Hukum dan Sosiologi)
Universitas Kristen Indonesia Paulus
                                                                 Makassar, Indonesia

	
Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Daerah Papua: Faktor Penyebab Pelanggaran dan Implementasi Sanksi


Yerianto Somalinggi1*
1 Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar, Indonesia
yeriantosomalinggi@ukipaulus.ac.id (Korespondensi)*

	
	

	Keyword:
Indonesian National Police Professional Code of Ethics, law enforcement, ethical violations, sanctions, Papua Police

Kata Kunci:
Kode Etik Profesi Polri, penegakan hukum, pelanggaran etik, sanksi, kepolisian Papua
	Abstract: This study aims to analyze the factors causing violations of the Indonesian National Police Professional Code of Ethics and the implementation of sanctions against police officers who commit such violations in the Papua Region. This study employs normative legal research using a legal case study approach. The research data were obtained from primary and secondary legal materials and analyzed qualitatively through descriptive analysis to address the research problems. The findings indicate that violations of the Indonesian National Police Professional Code of Ethics are influenced by five interrelated factors: legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, police personnel factors, and cultural factors. Legal factors concern the clarity and implementation of regulations; law enforcement factors relate to the objectivity and consistency of examination procedures; facilities and infrastructure factors concern limitations in resources and budgetary support; personnel factors relate to police officers’ awareness and compliance with the professional code of ethics; while cultural factors include excessive internal solidarity and the culture of ewuh pakewuh. The implementation of sanctions is carried out through professional ethics examinations and hearings as well as disciplinary sanctions according to the nature and severity of the violation. Sanctions may include a declaration that the conduct constitutes misconduct, an obligation to express remorse and apologize, professional re-training, and a declaration that the officer is no longer eligible to perform police duties. Disciplinary sanctions may include written reprimands, postponement of education or promotion, demotion, removal from office, and placement in a special detention facility. Where the conduct also constitutes a criminal offense, the imposition of ethical and disciplinary sanctions does not eliminate criminal proceedings. Therefore, effective enforcement of the Indonesian National Police Professional Code of Ethics requires objectivity, transparency, consistency, stronger supervision, and improved professional awareness among police officers.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta implementasi sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran di Daerah Papua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus hukum. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif untuk menjawab permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor anggota Polri, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum berkaitan dengan kejelasan dan penerapan aturan, faktor penegak hukum berkaitan dengan objektivitas dan konsistensi pemeriksaan, faktor sarana berkaitan dengan keterbatasan fasilitas dan dukungan anggaran, faktor anggota berkaitan dengan tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap kode etik, sedangkan faktor kebudayaan berkaitan dengan solidaritas internal dan budaya ewuh pakewuh. Implementasi sanksi dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan dan persidangan Kode Etik Profesi Polri serta penerapan sanksi disiplin sesuai tingkat pelanggaran. Sanksi dapat berupa pernyataan sebagai perbuatan tercela, kewajiban menyatakan penyesalan dan meminta maaf, pembinaan ulang profesi, hingga dinyatakan tidak layak menjalankan profesi kepolisian. Sanksi disiplin dapat berupa teguran tertulis, penundaan pendidikan atau kenaikan pangkat, mutasi demosi, pembebasan dari jabatan, dan penempatan dalam tempat khusus. Apabila perbuatan anggota juga merupakan tindak pidana, penerapan sanksi etik dan disiplin tidak menghapus proses pidana. Oleh karena itu, efektivitas penegakan Kode Etik Profesi Polri memerlukan objektivitas, transparansi, konsistensi, penguatan pengawasan, serta peningkatan pemahaman dan profesionalitas anggota Polri.
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PENDAHULUAN
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi negara yang memiliki peran penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan tugas tersebut menempatkan anggota Polri pada posisi yang memiliki kewenangan besar sekaligus tanggung jawab yang tinggi. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas kepolisian harus dilakukan secara profesional, proporsional, prosedural, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 
Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberhasilan Polri dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi juga dengan perilaku setiap anggota dalam menjalankan kewenangan yang dimilikinya. Anggota Polri sebagai pelaksana fungsi kepolisian harus mampu menjaga akuntabilitas dan responsibilitas dalam menjalankan tugas. Perilaku anggota secara individual pada akhirnya turut menentukan citra, kehormatan, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. 
Dalam rangka menjaga profesionalitas tersebut, Polri memiliki Kode Etik Profesi Polri sebagai pedoman perilaku bagi setiap anggota. Kode etik mencakup beberapa ruang lingkup, antara lain etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, serta etika dalam hubungan dengan masyarakat. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan tugas kepolisian tetap berlandaskan nilai moral, profesionalitas, kehormatan institusi, serta penghormatan terhadap hak masyarakat. 
Kode etik menjadi instrumen penting karena kewenangan kepolisian yang besar harus diimbangi dengan standar perilaku yang jelas. Setiap anggota Polri tidak hanya dituntut untuk menaati hukum dalam arti formal, tetapi juga wajib menjaga kehormatan dan martabat profesi kepolisian. Pelanggaran terhadap kode etik merupakan tindakan yang bertentangan dengan standar perilaku yang wajib dipatuhi anggota Polri dan dapat berpengaruh terhadap profesionalitas serta kredibilitas institusi. 
Dalam praktiknya, masih terdapat perilaku anggota Polri yang bertentangan dengan ketentuan disiplin dan kode etik. Tugas Akhir Yerianto menunjukkan adanya berbagai bentuk pelanggaran, termasuk perilaku anggota yang berkaitan dengan tindak pidana dan penyimpangan lainnya. Pelanggaran tersebut tidak hanya berdampak terhadap anggota yang bersangkutan, tetapi juga dapat memengaruhi citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. 
Persoalan pelanggaran kode etik tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kesalahan individual. Penegakan kode etik merupakan bagian dari sistem hukum yang dipengaruhi oleh berbagai unsur. Hasil penelitian dalam Tugas Akhir mengidentifikasi lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat atau anggota Polri sebagai objek penegakan kode etik, faktor sarana atau fasilitas, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut digunakan sebagai tolok ukur untuk melihat efektivitas penegakan Kode Etik Profesi Polri. 
Dari sisi faktor hukum, persoalan dapat muncul apabila ketentuan mengenai kode etik belum memberikan penjelasan yang memadai sehingga menimbulkan ruang interpretasi dalam penerapannya. Dari sisi penegak hukum, efektivitas penegakan juga dipengaruhi oleh perhatian pimpinan, objektivitas pemeriksaan, dan konsistensi dalam menangani anggota yang diduga melakukan pelanggaran. Tugas Akhir menemukan adanya persoalan yang berkaitan dengan perhatian pejabat yang berwenang dan transparansi dalam proses penanganan pelanggaran. 
Faktor anggota Polri juga memiliki pengaruh yang signifikan. Tingkat kesadaran, kepatuhan, pemahaman terhadap kode etik, profesionalitas, serta karakter pribadi anggota dapat menentukan keberhasilan penerapan kode etik. Tugas Akhir mencatat bahwa masih terdapat tingkat kesadaran dan kepatuhan anggota terhadap aturan Kode Etik Profesi Polri yang relatif rendah, sehingga pelanggaran tetap terjadi. 
Selain itu, faktor sarana dan fasilitas turut menentukan efektivitas penegakan kode etik. Pelaksanaan pemeriksaan dan penanganan pelanggaran membutuhkan dukungan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta anggaran yang memadai. Keterbatasan fasilitas dan dukungan anggaran dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas aparat yang menangani pelanggaran kode etik. 
Faktor kebudayaan organisasi juga menjadi persoalan yang tidak dapat diabaikan. Tugas Akhir menguraikan masih adanya budaya solidaritas yang berlebihan atau spirit de corps yang dapat memengaruhi objektivitas pemeriksaan terhadap sesama anggota. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan kode etik tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan aturan, tetapi juga membutuhkan budaya organisasi yang mendukung transparansi, profesionalitas, dan objektivitas. 
Atas setiap pelanggaran kode etik yang terbukti, diperlukan penerapan sanksi sebagai instrumen penegakan hukum sekaligus sarana pembinaan anggota. Tugas Akhir menjelaskan bahwa kebijakan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, termasuk ketentuan mengenai jenis-jenis sanksi. Pelanggaran disiplin anggota Polri juga mempunyai dasar pengaturan tersendiri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. 
Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik juga memiliki hubungan dengan proses pidana apabila perbuatan anggota Polri memenuhi unsur tindak pidana. Tugas Akhir menegaskan bahwa penjatuhan sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik tidak menghapus tuntutan pidana terhadap anggota yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, proses etik, disiplin, dan pidana memiliki konsekuensi hukum masing-masing sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. 
Dalam konteks pelanggaran kode etik, sidang Komisi Kode Etik mempunyai fungsi penting untuk memeriksa dan menentukan apakah seorang anggota terbukti melakukan pelanggaran. Komisi berwenang memeriksa terperiksa, mendengarkan keterangan saksi dan ahli, menentukan terbukti atau tidaknya pelanggaran, serta menetapkan sanksi atau rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku. 
Permasalahan kemudian tidak hanya terletak pada tersedianya aturan dan jenis sanksi, tetapi juga pada bagaimana ketentuan tersebut benar-benar diterapkan secara objektif, transparan, dan konsisten. Tugas Akhir menemukan adanya persoalan dalam pelaksanaan penegakan, antara lain tingkat kepatuhan anggota yang belum optimal, keterbatasan sarana, kurangnya perhatian sebagian pejabat yang berwenang, serta adanya kecenderungan subjektivitas dalam proses penanganan perkara. 
Berdasarkan uraian tersebut, penegakan Kode Etik Profesi Polri di Daerah Papua menjadi penting untuk dikaji tidak hanya dari sisi norma, tetapi juga dari faktor-faktor yang memengaruhi pelanggaran dan implementasi sanksinya. Penegakan yang efektif diharapkan mampu menjaga profesionalitas anggota, memperkuat disiplin, serta mempertahankan kehormatan dan kredibilitas institusi Polri.
Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri serta implementasi sanksi terhadap pelanggaran tersebut di Daerah Papua. Fokus tersebut secara langsung sesuai dengan dua permasalahan utama dalam Tugas Akhir Yerianto Somalinggi. 
Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum kepolisian dan penegakan kode etik profesi, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pelanggaran serta efektivitas penerapan sanksi terhadap anggota Polri. Secara praktis, penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk memperkuat transparansi, objektivitas, dan konsistensi penegakan Kode Etik Profesi Polri di Daerah Papua. Hal tersebut sejalan dengan rekomendasi Tugas Akhir yang menekankan perlunya penanganan yang lebih efektif dan transparan serta pemberian sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran. 
METODOLOGI PENELITIAN 
2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, prinsip, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan penegakan Kode Etik Profesi Polri. Penelitian diarahkan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik serta implementasi sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di Daerah Papua.

2.2 Pendekatan Penelitian
Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep hukum, dan bahan hukum yang berkaitan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kode Etik Profesi Polri, disiplin anggota Polri, serta mekanisme pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik. Pendekatan tersebut digunakan untuk memahami hubungan antara norma hukum yang berlaku dengan permasalahan penegakan Kode Etik Profesi Polri yang dikaji dalam penelitian.

2.3 Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kode Etik Profesi Polri, dan disiplin anggota Polri. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, karya ilmiah, dokumen, serta literatur lain yang relevan dengan penegakan hukum dan pelanggaran kode etik profesi kepolisian. Tugas Akhir menyatakan bahwa penelitian bersumber pada bahan primer dan sekunder.

2.4 Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data
Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya ilmiah, dokumen, serta sumber hukum lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan yang diperoleh kemudian digunakan untuk mengidentifikasi norma yang mengatur Kode Etik Profesi Polri, bentuk pelanggaran, mekanisme pemeriksaan, serta jenis dan penerapan sanksi terhadap anggota Polri yang terbukti melakukan pelanggaran.
Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan permasalahan dan kasus yang menjadi objek kajian untuk memperoleh gambaran mengenai faktor-faktor penyebab pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dan implementasi sanksinya di Daerah Papua. Metode ini sesuai dengan Tugas Akhir yang menyatakan bahwa bahan primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan secara deskriptif data dan kasus yang relevan.

2.5 Batasan Penelitian
Penelitian ini dibatasi pada penegakan Kode Etik Profesi Polri di Daerah Papua, khususnya mengenai dua aspek utama, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik dan implementasi sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran. Pembahasan tidak diarahkan pada seluruh aspek penegakan hukum kepolisian, melainkan pada mekanisme dan efektivitas penegakan kode etik sebagaimana menjadi fokus utama Tugas Akhir.
HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di Daerah Papua
Kode Etik Profesi Polri merupakan seperangkat norma yang menjadi landasan perilaku anggota Polri dalam menjalankan tugas dan kehidupan kedinasannya. Kode etik memuat ketentuan mengenai perilaku yang diwajibkan, dilarang, maupun tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Nilai-nilai tersebut berakar pada Tribrata dan mencakup etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, serta etika dalam hubungan dengan masyarakat. 
Meskipun telah tersedia norma yang mengikat, pelanggaran kode etik tetap dapat terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, penyebab pelanggaran tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil interaksi beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penelitian Yerianto mengidentifikasi lima faktor utama, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor anggota Polri sebagai objek penegakan hukum, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dalam menentukan efektivitas penegakan Kode Etik Profesi Polri. 
1. Faktor Hukum. Faktor hukum berkaitan dengan kualitas dan kejelasan norma yang menjadi dasar penegakan kode etik. Dalam penelitian ditemukan bahwa ketentuan mengenai Kode Etik Profesi Kepolisian masih memiliki persoalan karena terdapat aturan yang belum disertai penjelasan yang memadai. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman dalam penerapan norma dan memengaruhi konsistensi penanganan pelanggaran. Keberadaan aturan disiplin dan kode etik pada dasarnya telah memberikan landasan bagi pembinaan serta penindakan terhadap anggota Polri. Namun, efektivitas norma tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya, melainkan juga oleh tingkat kejelasan dan kemudahan penerapannya. Karena itu, diperlukan ketentuan yang lebih tegas dan mudah dipahami agar proses penegakan kode etik dapat berjalan secara objektif dan memberikan kepastian bagi anggota maupun institusi.
2. Faktor Penegak Hukum. Faktor penegak hukum berkaitan dengan pihak yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan menindak pelanggaran kode etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat pimpinan satuan selaku Ankum yang belum sepenuhnya memberikan perhatian terhadap pelaksanaan penegakan hukum disiplin dan kode etik. Kondisi tersebut dapat mengurangi efektivitas tindak lanjut terhadap pelanggaran yang dilakukan anggota. Persoalan lainnya adalah adanya kecenderungan subjektivitas dan kurangnya transparansi dalam proses penanganan perkara. Penelitian menemukan adanya intervensi dari pejabat tertentu serta pertimbangan subjektif dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik, sehingga unsur objektif yang seharusnya menjadi dasar pemeriksaan berpotensi kurang diperhatikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas dan independensi aparatur yang menangani pelanggaran merupakan faktor penting dalam memastikan penegakan kode etik berlangsung secara adil.
3. Faktor Sarana dan Fasilitas. Penegakan Kode Etik Profesi Polri juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya, dan dukungan anggaran. Penelitian menunjukkan bahwa unsur pelaksana penegakan kode etik masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang belum memadai. Kondisi tersebut dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan dan penanganan pelanggaran. Dengan demikian, penegakan kode etik tidak cukup hanya mengandalkan norma dan kewenangan aparat. Infrastruktur kelembagaan dan dukungan sumber daya juga diperlukan agar proses pemeriksaan, pengumpulan informasi, pembinaan, dan pemberian sanksi dapat berjalan secara efektif.
4. Faktor Anggota Polri. Anggota Polri merupakan subjek sekaligus objek utama dari penerapan Kode Etik Profesi Polri. Karakteristik pribadi, latar belakang pendidikan, kondisi mental, tingkat profesionalitas, serta pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan dapat memengaruhi kualitas pelaksanaan kode etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan kepatuhan sebagian anggota terhadap ketentuan Kode Etik Profesi Polri masih relatif rendah sehingga pelanggaran tetap terjadi. Selain itu, tingkat pemahaman terhadap aturan hukum juga menjadi persoalan, termasuk dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan terhadap perkara pelanggaran kode etik. Artinya, pencegahan pelanggaran tidak hanya bergantung pada pemberian sanksi, tetapi juga memerlukan pembinaan, pendidikan, pelatihan, dan peningkatan kesadaran anggota mengenai kewajiban etik dan disiplin profesinya.
5. Faktor Kebudayaan. Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai dan pola perilaku yang berkembang di dalam organisasi maupun lingkungan masyarakat. Penelitian menemukan adanya budaya “ewuh pakewuh” dan solidaritas yang berlebihan atau spirit de corps di antara anggota Polri yang dapat menimbulkan keengganan dalam memeriksa sesama anggota yang diduga melakukan pelanggaran kode etik. Kondisi tersebut terutama dapat terjadi ketika pemeriksa memiliki hubungan senioritas atau latar belakang pendidikan yang sama dengan terduga pelanggar. Budaya organisasi semacam itu berpotensi mengurangi objektivitas proses pemeriksaan dan menciptakan kesenjangan antara norma formal dengan praktik penegakannya. Oleh karena itu, perubahan budaya organisasi dari pola yang terlalu berorientasi pada solidaritas internal menuju budaya pelayanan, profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam memperkuat penegakan kode etik.
Kelima faktor tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri merupakan persoalan yang bersifat multidimensional. Keberadaan aturan hukum yang jelas harus didukung oleh penegak hukum yang objektif, sarana yang memadai, anggota yang memiliki kesadaran dan kepatuhan tinggi, serta budaya organisasi yang mendukung profesionalitas. Kelemahan pada salah satu unsur dapat memengaruhi efektivitas keseluruhan sistem penegakan kode etik. 
Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di Daerah Papua tidak dapat semata-mata dibebankan kepada perilaku individual anggota. Faktor regulasi, kualitas penegak hukum, fasilitas, karakter dan kesadaran anggota, serta budaya organisasi secara bersama-sama memengaruhi terjadinya pelanggaran dan efektivitas penegakan kode etik.
3.2 Implementasi Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di Daerah Papua
Implementasi sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri merupakan bagian penting dalam menjaga profesionalitas, kehormatan, dan kredibilitas institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Setiap anggota Polri memiliki kewajiban untuk menaati ketentuan hukum, disiplin, dan kode etik dalam menjalankan tugas maupun kehidupan kedinasannya. Apabila terjadi pelanggaran dan setelah melalui pemeriksaan dinyatakan terbukti, terhadap anggota yang bersangkutan dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 
Dalam pelaksanaannya, penegakan kode etik dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan dan persidangan Kode Etik Profesi Polri. Komisi Kode Etik mempunyai kewenangan untuk memeriksa anggota yang diduga melakukan pelanggaran, mendengarkan keterangan terperiksa, saksi, ahli, dan pendamping, serta menentukan apakah pelanggaran terbukti atau tidak. Apabila terbukti, Komisi dapat menetapkan sanksi sesuai dengan ketentuan kode etik. 
Sanksi terhadap pelanggaran kode etik pada prinsipnya diarahkan untuk memberikan konsekuensi atas perilaku yang bertentangan dengan standar etika profesi sekaligus memberikan pembinaan kepada anggota. Berdasarkan hasil penelitian, apabila anggota dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran kode etik, bentuk sanksi dapat berupa dinyatakan melakukan perbuatan tercela, diperintahkan untuk menyatakan penyesalan dan meminta maaf, mengikuti pembinaan ulang profesi, sampai dengan dinyatakan tidak layak lagi menjalankan profesi kepolisian. 
Selain sanksi kode etik, terdapat pula sanksi disiplin terhadap anggota yang melakukan pelanggaran disiplin. Berdasarkan hasil penelitian, sanksi disiplin dapat berupa teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, mutasi yang bersifat demosi, pembebasan dari jabatan, dan penempatan dalam tempat khusus untuk jangka waktu tertentu. Bentuk sanksi tersebut menunjukkan bahwa sistem penegakan internal Polri memiliki jenjang tindakan yang dapat disesuaikan dengan jenis dan tingkat pelanggaran. 
Hubungan antara pelanggaran kode etik, disiplin, dan tindak pidana juga menjadi bagian penting dalam implementasi sanksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila perbuatan anggota Polri sekaligus memenuhi unsur tindak pidana, penjatuhan sanksi disiplin maupun sanksi kode etik tidak menghapus proses pidana terhadap anggota yang bersangkutan. Dengan demikian, pertanggungjawaban etik dan disiplin dapat berjalan bersama dengan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan karakter pelanggaran yang dilakukan. 
Dalam konteks tersebut, penerapan sanksi tidak dapat dipandang hanya sebagai bentuk penghukuman internal. Sanksi juga mempunyai fungsi korektif dan preventif, yaitu memperbaiki perilaku anggota sekaligus mencegah terulangnya pelanggaran. Tujuan tersebut menjadi penting karena kredibilitas institusi Polri sangat dipengaruhi oleh perilaku individual anggotanya. Penegakan kode etik yang konsisten dapat memperkuat kepatuhan terhadap norma profesi dan menjaga kepercayaan masyarakat.
Namun, implementasi sanksi dalam praktik masih menghadapi sejumlah hambatan. Hasil penelitian menunjukkan adanya persoalan internal berupa kurangnya perhatian sebagian pimpinan atau Ankum terhadap pelaksanaan penegakan hukum disiplin, rendahnya kesadaran dan kepatuhan anggota terhadap peraturan, serta proses penegakan yang dalam beberapa kondisi dinilai kurang transparan. Hambatan tersebut dapat menyebabkan tindak lanjut terhadap pelanggaran belum berjalan secara optimal. 
Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang dapat memengaruhi pelaksanaan penjatuhan sanksi. Penelitian mencatat kondisi kesejahteraan anggota serta rendahnya kepedulian masyarakat dalam melakukan pengawasan dan pengaduan sebagai salah satu faktor yang dapat memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan kode etik tidak hanya bergantung pada mekanisme internal Polri, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat hukum tersebut diterapkan. 
Persoalan objektivitas dan transparansi juga menjadi perhatian penting. Tugas Akhir mengidentifikasi adanya campur tangan atau intervensi dari pejabat tertentu dalam proses penegakan kode etik, serta adanya pertimbangan subjektif dalam pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik. Kondisi tersebut berpotensi membuat proses pemeriksaan kurang objektif dan mengurangi kepercayaan terhadap hasil penegakan kode etik. 
Selain itu, budaya organisasi juga memengaruhi implementasi sanksi. Budaya ewuh pakewuh dan solidaritas yang berlebihan antarsesama anggota dapat menimbulkan keengganan pemeriksa dalam menangani anggota yang memiliki hubungan senioritas atau kedekatan tertentu. Apabila kondisi tersebut tidak dikendalikan, solidaritas internal dapat menggeser prinsip objektivitas dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi dasar pemeriksaan pelanggaran kode etik. 
Dari perspektif efektivitas hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan sanksi belum secara otomatis menjamin efektivitas penegakan kode etik. Efektivitas sangat bergantung pada kualitas norma, aparat yang menjalankan kewenangan, sarana dan fasilitas, kesadaran anggota, serta budaya organisasi. Hal ini sejalan dengan kerangka penelitian yang menggunakan faktor-faktor tersebut sebagai tolok ukur efektivitas penegakan Kode Etik Profesi Polri. 
Karena itu, penerapan sanksi harus dilakukan secara proporsional, objektif, transparan, dan konsisten. Sanksi harus diberikan berdasarkan tingkat pelanggaran dan melalui prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan. Pendekatan tersebut penting agar sanksi tidak dipengaruhi oleh hubungan personal, senioritas, jabatan, atau kepentingan internal, tetapi benar-benar didasarkan pada fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.
Temuan penelitian juga menunjukkan pentingnya pembinaan dan sosialisasi aturan di lingkungan Polri. Belum meratanya sosialisasi dan pelatihan mengenai aturan bidang kepropaman dapat memengaruhi pemahaman anggota maupun aparat yang menangani perkara. Oleh sebab itu, peningkatan pengetahuan mengenai kode etik, disiplin, prosedur pemeriksaan, serta konsekuensi pelanggaran menjadi bagian penting dari strategi pencegahan dan penegakan. 
Dengan demikian, implementasi sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri di Daerah Papua telah memiliki mekanisme dan jenis sanksi yang dapat diterapkan, baik melalui sanksi kode etik maupun sanksi disiplin. Namun, efektivitas penerapannya masih dipengaruhi oleh persoalan objektivitas, transparansi, perhatian pimpinan, tingkat kepatuhan anggota, keterbatasan sarana, serta budaya organisasi. 
Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan penegakan kode etik tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya sanksi, tetapi dari sejauh mana sanksi benar-benar diterapkan secara konsisten, adil, transparan, dan mampu memberikan efek korektif serta preventif. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal, peningkatan profesionalitas pemeriksa, pengurangan intervensi dalam proses pemeriksaan, serta penerapan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran menjadi langkah penting untuk memperkuat penegakan Kode Etik Profesi Polri di Daerah Papua. Temuan ini sejalan dengan rekomendasi Tugas Akhir yang menekankan perlunya penanganan yang lebih efektif dan transparan serta pengenaan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. 
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penegakan Kode Etik Profesi Polri di Daerah Papua: Faktor Penyebab Pelanggaran dan Implementasi Sanksi, dapat disimpulkan bahwa:
1. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran Kode Etik Profesi Polri tidak hanya berasal dari perilaku individual anggota, tetapi dipengaruhi oleh lima faktor yang saling berkaitan, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor anggota Polri, dan faktor kebudayaan. Faktor hukum berkaitan dengan kejelasan dan pemahaman terhadap aturan; faktor penegak hukum berkaitan dengan perhatian pimpinan, objektivitas, dan transparansi pemeriksaan; faktor sarana berkaitan dengan keterbatasan fasilitas dan dukungan anggaran; faktor anggota berkaitan dengan kesadaran, kepatuhan, dan pemahaman terhadap kode etik; sedangkan faktor kebudayaan berkaitan dengan solidaritas internal dan budaya ewuh pakewuh yang dapat memengaruhi objektivitas pemeriksaan. 
2. Implementasi sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri dilakukan melalui mekanisme pemeriksaan dan persidangan Kode Etik Profesi Polri, dengan jenis sanksi yang disesuaikan dengan bentuk dan tingkat pelanggaran. Sanksi dapat berupa pernyataan sebagai perbuatan tercela, perintah untuk menyatakan penyesalan dan meminta maaf, pembinaan ulang profesi, hingga dinyatakan tidak layak menjalankan profesi kepolisian. Selain itu, pelanggaran disiplin dapat dikenai teguran tertulis, penundaan pendidikan atau kenaikan pangkat, mutasi demosi, pembebasan dari jabatan, dan penempatan dalam tempat khusus. Apabila perbuatan anggota juga merupakan tindak pidana, sanksi etik dan disiplin tidak menghapus proses pidana. 
3. Efektivitas penerapan sanksi belum sepenuhnya optimal, karena masih dipengaruhi oleh kurangnya perhatian sebagian pimpinan, rendahnya kesadaran dan kepatuhan anggota, keterbatasan sarana dan anggaran, kurangnya transparansi, intervensi atau subjektivitas dalam pemeriksaan, serta budaya solidaritas internal yang berlebihan. Oleh karena itu, penegakan kode etik perlu diperkuat melalui pengawasan yang lebih efektif, pemeriksaan yang objektif dan transparan, peningkatan profesionalitas aparat pemeriksa, sosialisasi dan pelatihan yang berkelanjutan, serta penerapan sanksi yang proporsional dan konsisten. 
Dengan demikian, penegakan Kode Etik Profesi Polri yang efektif tidak cukup hanya ditentukan oleh keberadaan aturan dan sanksi, tetapi juga oleh kemampuan seluruh unsur dalam sistem untuk menerapkannya secara objektif, transparan, konsisten, dan bertanggung jawab. Penegakan yang demikian diharapkan mampu memperkuat profesionalitas anggota, menjaga kehormatan institusi Polri, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia.
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